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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat disimpulkan

bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998,

tanggung jawab PPAT terhadap pemalsuan identitas dalam

pembuatan Akta Jual Beli Tanah hanya terjadi ketika PPAT

dinyatakan bersalah dan turut andil dalam tindakan pemalsuan

identitas, baik karena kelalaian dalam proses verifikasi, unsur

kesengajaan, maupun wanprestasi. MPPD lah yang berwenang

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi PPAT.

Tanggung jawab PPAT terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Tanggung jawab administrasi, terjadi jika terbukti ada

kelalaian PPAT dalam memverifikasi syarat formil, dengan

sanksi yang berbeda sesuai tingkatannya.

b. Tanggung jawab perdata, PPAT dapat dimintai tanggung

jawab perdata bila salah satu pihak dirugikan oleh Akta Jual

Beli Tanah yang dibuatnya, yang dapat berupa pembatalan

akta dan ganti rugi.

c. Tanggung jawab pidana, PPAT juga dapat dipidana jika
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terbukti melakukan atau turut serta dalam pemalsuan surat

(KUHP Pasal 263) atau akta otentik (KUHP Pasal 264).

Namun, jika identitas palsu tampak sah secara kasat mata

dan tidak dapat dibedakan dari yang asli, PPAT tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kesalahan tersebut.

2. Upaya preventif yang dilakukan oleh PPAT untuk mencegah

terjadinya kasus serupa antara lain :

a. Melakukan pengecekan verifikasi 2 tahap terkait dokumen

dan identitas yang digunakan oleh pihak yang ingin

melakukan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dengan

mencocokan data asli dari klien.

b. Ketika ada ketidaksesuaian data ataupun terdapat indikasi

pemalsuan identitas, maka PPAT harus menemui pihak

terkait untuk meminta keterangan secara langsung dan

PPAT berhak menolak menangani jual beli itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang

dikemukakan penulis :

1. Diperlukan adanya regulasi tertulis yang mengatur mengenai

perlindungan hukum pada PPAT. Karena selama ini belum ada

peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan

hukum bagi PPAT sehingga PPAT kerap kali masih bisa terseret
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kedalam sengketa yang timbul setelah jual beli tanah terjadi

walaupun PPAT sudah melakukan tugasnya dengan baik.

2. Untuk mencegah terjadinya tindakan pemalsuan identitas

kedepannya, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan terkait

pencegahan pemalsuan dokumen atau identitas, sehingga dapat

menjadi digunakan sebagai acuan pada kasus serupa. Selain itu

bagi masyarakat, perlu dilakukan edukasi yang lebih luas

mengenai tata cara pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dan

ketentuannya sehingga lebih banyak masyarakat yang memiliki

edukasi mengenai pentingnya menggunakan dokumen dan

identitas yang asli dalam pembuatan akta tersebut. Lalu

diperlukan juga pengadaan alat deteksi KTP untuk verifikasi

identitas juga menjadi salah satu hal yang dapat digunakan untuk

memudahkan PPAT untuk membedakan identitas yang palsu

dengan yang asli atau perlu dilakukannya suatu kerja sama dengan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam

bentuk akses terhadap sistem verifikasi data kependudukan.
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